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ABSTRAK

PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN
TRANSPARANSI TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)

Oleh:

Bangun Tegar Firansyah

Penelititian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari
variabel Belanja Pegawai, Belanja Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan
Transparansi terhadap Potensi Kerugian Negara pada Pemerintah Kabupaten/Kota
di Indonesia Tahun 2020-2022. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data
sekunder dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive
sampling. Sebanyak 105 Kabupaten/Kota digunakan dalam penelitian ini dan
diperoleh sampel sebanyak 315. Pengujian dilakukan menggunakan metode
analisis regresi linier berganda dengan alat uji SPSS 25. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Potensi Kerugian
Negara, Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Potensi
Kerugian Negara, sedangkan Belanja Pegawai dan Transparansi tidak berpengaruh

terhadap Potensi Kerugian Negara.

Kata kunci : Karakteristik Keuangan Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Modal,

Kemandirian Keuangan Daerah, Transparansi, Potensi Kerugian Negara.



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL CHARACTERISTICS AND
TRANSPARENCY ON POTENTIAL LOSSES
(Study on Regency/City Governments in Indonesia 2020-2022)

By:

Bangun Tegar Firansyah

This study aims to determine and analyze the effect of the variables of Personnel
Expenditure, Capital Expenditure, Regional Financial Independence, dan
Transparency on Potential Losses in District/City Governments in Indonesia in
2020-2022. The data used in this study are secondary data with the sampling
techniques carried out by purposive sampling method. A total of 105 District/City
were used in this study and a sample of 315 was obtained. Testing was carried out
using multiple linear regression analysis methods with the SPSS 25 test tool. The
results showed that Capital Expenditure had a positive effect on Potential Losses,
Regional Financial Independence had a negative effect on Potential Losses, while

Personnel Expenditure dan Transparency had no effect on Potential Losses.

Keywords : Regional Financial Characteristics, Personnel Expenditure, Capital

Expenditure, Regional Financial Independence, Transparency, Potential Losses.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa efektif dan efisien
penggunaan uang negara untuk kepentingan rakyat. Jika uang negara digunakan
sepenuhnya untuk kepentingan umum, maka kesejahteraan bangsa akan meningkat.
Namun, jika uang tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu, tujuan meningkatkan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai.
Penyalahgunaan uang negara akan menyebabkan kerugian bagi negara. Besarnya
kerugian tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional. Oleh
karena itu, langkah pemulihan kerugian negara sangat penting untuk
menyelamatkan perekonomian. Berdasarkan hasil pemetaan oleh Indonesian
Corruption Watch (ICW) pada tahun 2018-2022, telah terjadi peningkatan potensi
kerugian negara yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah hasil dari pemetaan yang
telah dilakukan oleh ICW:

Gambar 1. Potensi Kerugian Negara dalam 5 Tahun Terakhir

Potensi Kerugian Negara Tahun 2018-2022 (Rp)
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Sumber: Indonesian Corruption Watch (2022).



Berdasarkan gambar tersebut, potensi nilai kerugian negara secara konsisten
terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan
anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi
pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Potensi kerugian negara yang
dialami Indonesia selama lima tahun mencapai Rp104,85 triliun dengan rata-rata
Rp20,97 triliun pertahun. Bahkan peningkatan yang terjadi di tahun 2022 hampir
delapan kali lipat dibandingkan dengan tahun 2018. ICW menyatakan bahwa
korupsi tetap menjadi kontributor utama terhadap kerugian negara yang semakin
meningkat. Praktik korupsi yang merajalela terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari
pemerintah pusat hingga daerah, dan peningkatan kasus korupsi ini telah menjadi
tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah telah berupaya
untuk mengatasi tindak pidana korupsi, yaitu dengan dibentuknya tiga lembaga
penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Seharusnya dengan adanya ketiga lembaga tersebut dapat membuat
para koruptor takut untuk melakukan korupsi, akan tetapi justru malah sebaliknya.

Berkaitan dengan hal di atas, Pemerintah yang seharusnya memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi mereka malah menyalahgunakan
kekuasaan yang mereka miliki. Kasus korupsi yang tinggi diduga disebabkan oleh
kelalaian dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat, tanpa mengikuti
standar pelayanan yang seharusnya (Siadari, 2020). Penyalahgunaan wewenang,
ketidakpatuhan terhadap standar, dan berbagai bentuk maladministrasi menjadi
dampak dari rendahnya implementasi standar pelayanan tersebut, sehingga dengan
adanya pelayanan yang kurang memadai dapat berpotensi menimbulkan praktik
korupsi yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

Pemerintah daerah dalam konteks pelayanan publik dari tahun ke tahun masih
tergolong buruk. Hal ini didukung dengan banyaknya jumlah pengaduan dari
masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik pemerintah daerah kepada
Ombudsman Republik Indondesia (R1). Adapun Ombudsman Republik Indonesia
(R1) merupakan sebuah badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk
memantau pelaksanaan layanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah.
Dari tahun 2019 sampai dengan 2022, jumlah pengaduan terkait buruknya

pelayanan publik untuk posisi teratas masih ditempati oleh pemerintah daerah.



Berdasarkan data laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia (R1) dari tahun
2019 sampai 2022, berikut adalah jumlah pengaduan masyarakat kepada
Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait buruknya pelayanan publik

berdasarkan instansi terlapor:

Gambar 2. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor
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Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman Rl 2019-2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa laporan atas buruknya
pelayanan publik berdasarkan intansi terlapor, dari tahun 2019-2022 untuk posisi
pertama selalu ditempati oleh pemerintah daerah. Sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya bahwa buruknya pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu instansi
dapat memicu terjadinya praktik korupsi yang dapat merugikan negara (Siadari,
2020). Selaras dengan hal tersebut, temuan kasus korupsi pada pemerintah daerah
juga tergolong besar. Dilansir dari situs kpk.go.id, dari tahun 2004 hingga Januari
2022, KPK telah menindaklanjuti 22 gubernur dan 148 bupati/walikota. Selain itu,
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yaitu Pahala Nainggolan menyebutkan
bahwa sebanyak 58% dari total kasus yang ditindaklanjuti oleh KPK sejak 2016



sampai Juni 2021 merupakan kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah
(Kartika, 2021).

Menurut data yang dihimpun oleh ICW, modus kecurangan yang paling
dominan dilakukan oleh pelaku korupsi tahun 2022 adalah penyalahgunaan
anggaran. Pada tahun 2022 telah dikeluarkan Undang — Undang Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Dalam Undang — Undang tersebut, salah satu isinya menetapkan batas
proporsi anggaran bagi pemerintah daerah, yakni anggaran untuk belanja pegawai
dan belanja modal. Pada pasal 146 ayat (1) menjelaskan bahwasanya jumlah
anggaran maksimal untuk proporsi belanja pegawai hanya dibatasi sebesar 30%
dari total belanja APBD. Padahal, banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan
dana untuk belanja pegawai melebihi 30% dari total belanja APBD, bahkan ada
yang menyentuh angka 50%. Selanjutnya, pada pasal 147 ayat (1) menerangkan
bahwasanya jumlah anggaran minimal untuk proporsi belanja modal yaitu sebesar
40% dari total belanja APBD. Padahal, banyak pemerintah daerah yang
mengalokasikan dana untuk belanja modal kurang dari 40% dari total belanja
APBD. Perubahan pada jumlah anggaran tersebut tentu saja dapat berpotensi untuk
terjadinya kecurangan atau korupsi yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, belanja pegawai diduga dapat berpengaruh
terhadap potensi kerugian negara. Salah satu aspek manajemen yang berhubungan
erat dengan kecurangan yakni aturan mengenai kompensasi atau upah bagi para
pegawai. Apabila gaji para aparatur pemerintah rendah sementara harapan terhadap
layanan publik tinggi, pejabat pemerintah cenderung mencari penggantian
kompensasi yang lebih tinggi secara tidak resmi atau melanggar hukum, yang
berujung pada terjadinya korupsi (Gong & Wu, 2012). Hal tersebut mendukung
argumen dari Liu & Lin (2012) yang menyatakan bahwa pemberian gaji yang tinggi
kepada pejabat pemerintah akan mengurangi potensi kerugian negara. Muhtar et al.
(2018) dalam penelitiannya membawakan hasil bahwa kenaikkan gaji pejabat
pemerintah dapat menurunkan potensi kerugian negara. Namun, penelitian yang
dilakukan oleh Benito et al. (2017) mencatat bahwa gaji pejabat pemerintah dapat
meningkatkan potensi kerugian negara.



Selain belanja pegawai, belanja modal juga diduga sebagai salah satu faktor
yang mempengaruhi potensi kerugian negara pada suatu daerah. Mauro (1998)
dalam penelitiannya menyatakan bahwa para pelaku penipuan di pemerintah daerah
memiliki kemampuan yang mudah dalam melaksanakan dan menyembunyikan
tindakan mereka, terutama dalam konteks kegiatan pengeluaran untuk modal.
Tuanakotta (2010) dalam Maria et al. (2019) menemukan bahwa dalam proses
pembelian belanja modal pada pemerintah daerah, terdapat delapan belas modus
penipuan yang terjadi. Seringkali, pengusaha berupaya mempengaruhi kepala
daerah atau pejabat daerah untuk turut campur tangan ke dalam proses pengadaan
belanja modal. Tujuannya adalah agar pengusaha tersebut berhasil memenangkan
tender dan selanjutnya meningkatkan harga barang/jasa (mark-up). Hasil dari
kenaikan harga ini kemudian akan dibagi-bagikan di antara mereka. Penelitian yang
telah dilakukan oleh Maria et al. (2019), Rahmasari & Setiawan (2021) dan
Wicaksono & Prabowo (2022) menemukan hasil bahwasanya belanja modal bisa
memicu terjadinya tindakan kecurangan. Namun, hasil dari penelitian yang
dilakukan oleh Bakhtiar & Prabowo (2023) menunjukkan bahwa belanja modal
tidak berpengaruh terhadap potensi kerugian negara.

Faktor lain yang diduga dapat memicu terjadinya kerugian negara pada
pemerintah daerah yakni kemandirian keuangan daerah. Kewenangan penuh yang
diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan melahirkan daerah yang
mandiri, yaitu daerah yang kehidupannya tidak bergantung pada subsidi pemerintah
pusat/provinsi, cenderung tidak taat aturan (Gudono, 2017 dalam Maria et al.,
2021). Kebebasan ini disalahgunakan untuk melakukan tindakan kecurangan
dengan membuat program yang fokus pada memaksimalkan kepentingan pribadi
dan/atau kelompok tertentu yang dominan dalam organisasi daripada kepentingan
publik (Chang & Geoffrey, 2002; Syurmita, 2014). Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya kasus kecurangan di Indonesia yang melibatkan kepala daerah dan
pimpinan legislatif. Data KPK (2019) menunjukkan sepanjang 2004-2019, ada 119
kepala daerah yang ditindaklanjuti KPK dan terbukti melakukan korupsi.
Hubungan positif antara kemandirian keuangan daerah dan potensi kerugian negara
menunjukkan bahwa semakin mandiri suatu daerah, maka semakin tinggi pula

kemungkinan terjadinya kerugian negara pada pemerintah daerah (Maria et al.,



2021). Priatnasari & Suhardjanto (2020), Wulandari (2015), dan Yusuf &
Suryaningrum (2022) melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa
kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan potensi kerugian negara.
Namun, hasil berbeda telah ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh
Heriningsih & Marita (2013) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kemandirian
keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap potensi kerugian negara.

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi potensi kerugian negara
pada suatu pemeritah daerah ialah transparansi. Praktik korupsi di Indonesia tidak
hanya soal pengelolaan dana saja, akan tetapi banyak insiden yang mengindikasikan
praktik korupsi sudah terjadi sejak tahap perencanaan. Upaya meningkatkan
keterbukaan anggaran merupakan aspek utama dalam usaha menjalankan sistem
keuangan yang tepat. Ketika pengelolaan anggaran tidak transparan, hal tersebut
dapat menjadi basis untuk melakukan manipulasi dan korupsi. Keterbukaan
pemerintah dalam mengelola keuangan adalah hal yang penting karena masyarakat
sebagai prinsipal mempunyai hak untuk memahami bagaimana cara pemerintah
daerah (agen) menjalankan dan mengalokasikan anggaran yang dimiliki (Salle,
2016). Beberapa penelitian terkait transparansi dan potensi kerugian negara sudah
pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi
dapat menurunkan potensi kerugian negara (Jimenez & Albalate, 2018; Auliaet al.,
2023; Listivaniputri & Yuhertiana, 2022). Namun, didapatkan hasil yang berbeda
dari penelitian yang dilakukan oleh Kini et al. (2021) dan Priatnasari & Suhardjanto
(2020). Kesimpulan dari penelitian mereka yakni transparansi tidak memiliki
pengaruh terhadap frekuensi terjadinya kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masih ditemukan
adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian dari para peneliti terdahulu terkait
pengaruh dari variabel belanja pegawai, belanja modal, kemandirian keuangan
daerah, dan transparansi terhadap potensi kerugian negara. Selain itu, temuan
terhadap kasus korupsi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan
demikian, peneliti tertarik untuk menguji “PENGARUH KARAKTERISTIK
KEUANGAN DAERAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP POTENSI
KERUGIAN NEGARA: Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Indonesia Tahun 2020-2022”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut adalah rumusan

permasalahan dalam penelitian ini:

1.

Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap potensi kerugian negara pada
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022?

Apakah belanja modal berpengaruh terhadap potensi kerugian negara pada
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022?

Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap potensi kerugian
negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022?
Apakah transparansi berpengaruh terhadap potensi kerugian negara pada
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang terdapat di atas, maka adapun tujuan

dari dilakukannya penelitian ini yakni:

1.

Untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai terhadap potensi kerugian negara

pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022.

. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap potensi kerugian negara

pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022.
Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap potensi

kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022.

. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap potensi kerugian negara pada

pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya riset ini yakni:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan dan meningkatkan
pemahaman mengenai pengaruh Kkarakteristik keuangan daerah dan
transparansi terhadap potensi kerugian negara di pemerintah kabupaten/kota

di Indonesia.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang akuntansi sektor
publik serta sebagai panduan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi
sektor publik yang dipelajari selama perkuliahan sehingga dapat
diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian ini juga
memberikan peluang untuk menambah referensi dan masukan yang
bersifat membangun bagi penelitian yang akan datang dengan topik yang
serupa.

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah
daerah dalam rangka menerapkan kebijakan terkait usaha penanggulangan
korupsi yang berujung merugikan negara pada daerah kekuasaannya
mengingat semakin merajalelanya kasus korupsi. Selain itu, bagi
masyarakat penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pengetahuan
dan pemahaman baru yang dapat memungkinkan partisipasi mereka dalam

mengawasi dan mencegah adanya tindakan korupsi di daerah sekitar.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1998) yaitu suatu konsep yang
menjelaskan bagaimana prinsipal dan agen menjalin hubungan kontrak untuk
memberikan insentif yang sesuai kepada agen dan mencapai kesejahteraan
maksimal bagi prinsipal. Dalam situasi ini, prinsipal berperan sebagai penentu
keputusan dan mempercayakan agen untuk menjalankan semua tugas atas nama
mereka. Karenanya, seorang agen perlu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan
semua tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Tujuan dari
teori ini yaitu mencocokan kepentingan dan tujuan antara kedua belah pihak (agen
dan prinsipal), karena keduanya memiliki perbedaan dalam kepentingan dan tujuan.
Agen berusaha meningkatkan insentif yang diperoleh, sedangkan prinsipal
berfokus pada peningkatan profitabilitas.

Dalam kaitannya antara agen dan prinsipal, terdapat potensi ketimpangan atau
ketidakseimbangan informasi karena agen memiliki akses yang lebih luas daripada
prinsipal mengenai sumber daya yang dimiliki (Utama et al., 2019). Adanya
ketidakseimbangan informasi tersebut berpotensi memicu tindakan fraud
(kecurangan) yang bisa dilakukan oleh agen. Menurut hasil penelitian Latifah
(2010) disimpulkan bahwa ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen
bisa menimbulkan permasalahan dalam hubungan mereka. Jika agen memiliki
akses informasi lebih banyak daripada prinsipal, hal ini dapat memunculkan
kecenderungan untuk melakukan moral hazard dan adverse selection.

Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diaplikasikan terhadap lembaga-
lembaga sektor publik. Lane juga mengemukakan bahwa dalam negara demokrasi

modern, hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal memainkan peran yang
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penting. Dalam ranah pelayanan publik, terdapat dua pihak utama dalam teori
keagenan, yakni pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal
memberikan tugas kepada pemerintah selaku agen. Meskipun demikian, ketika
dilaksanakan terdapat kemungkinan timbulnya ketidakseimbangan informasi di
antara masyarakat dan pemerintah, yang berpotensi memicu tindakan-tindakan
kecurangan termasuk korupsi. Jika dibandingkan masyarakat, maka pemerintah
yang berperan sebagai agen memiliki akses lebih luas terhadap informasi sumber
daya keuangan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah turut terlibat dalam seluruh
tahapan, yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan
sumber daya keuangan. Akibatnya, ada potensi bagi pemerintah untuk
menyembunyikan informasi dengan tujuan pribadi yang pada akhirnya dapat
menyebabkan terjadinya praktik korupsi.

Penelitian ini akan menggunakan teori keagenan sebagai landasan untuk
menjelaskan konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan daerah. Tugas utama pemerintah adalah memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat, tetapi dengan keberadaan asimetri informasi
dapat menginspirasi para pejabat untuk melakukan tindakan penyelewengan. Oleh
karenanya, pengawasan seperti pemeriksaan terhadap laporan keuangan menjadi
sangat penting guna memastikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya keuangan
daerah berjalan dengan sesuai. Selain itu, demi mengurangi tingkat asimetri
informasi, diperlukan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan transparansinya
(Damiati, 2016).

2.1.2 Fraud Diamond Theory

Teori ini diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, adalah
pandangan inovatif terhadap kecurangan yang memperbarui Teori Fraud Triangle
karya Cressey tahun 1950. Teori Fraud Diamond menambahkan unsur kualitatif,
khususnya Capability/Capacity (kemampuan) untuk memperkuat pemahaman
terhadap  tindakan  kecurangan  dengan  melengkapi  elemen-elemen
Incentive/Pressure (tekanan), Opportunity (peluang), dan Rasionalization

(rasionalisasi).
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a. Incentive/Pressure (Tekanan)

Motivasi atau tekanan dapat diartikan sebagai pendorong bagi seseorang untuk
terlibat dalam perilaku tidak benar sebagai respons terhadap dorongan yang
dirasakannya (Arles, 2014). Setiap individu yang terlibat dalam penipuan harus
mengatasi berbagai macam tekanan. Tekanan tersebut dianggap sebagai
dorongan yang mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan yang kurang
etis. Semua tingkatan dalam organisasi bisa mengalami tekanan semacam ini,
yang muncul akibat berbagai faktor seperti masalah keuangan, kebiasaan yang
merugikan, dan tekanan pekerjaan (Ruankaew, 2016; Wijayani, 2016; dalam
Guhung, 2018).

b. Opportunity (Peluang)
Opportunity dalam konteks kecurangan diartikan sebagai situasi yang
memungkinkan individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti
penyelewengan (Arles, 2014). Kesempatan ini dapat muncul akibat kurangnya
pengendalian internal, pengawasan yang tidak terkendali, atau karena posisi
strategis yang memungkinkan seseorang dengan mudah memanipulasi

kepentingan umum.

c. Rasionalization (Rasionalisasi)

Rasionalisasi mengindikasikan bahwa seseorang perlu merinci alasan yang dapat
diterima secara etis sebelum terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral
(Abdullahi et al., 2015 dalam Guhung, 2018). Rasionalisasi memberikan ruang
bagi penipu untuk menganggap tindakan ilegalnya sebagai sesuatu yang dapat
dimaklumi. Dalih seperti tergoda melakukan penipuan karena merasa rekan
kerja juga melibatkan diri dalam praktik serupa dan tidak dihukum dapat menjadi
pembenaran dari kelakuan menyimpang tersebut (Zulaikha & Hadiprajitno,
2016 dalam Guhung, 2018).
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d. Capability/Capacity (Kemampuan)

Kapabilitas merujuk pada kemampuan seseorang untuk memanfaatkan konteks
sekitarnya, yang terfokus pada upaya mengelabuhi sistem pengendalian internal
demi melegalkan aktivitas yang sebenarnya dilarang dalam organisasi (Arles,
2014).

Adapun keterkaitan teori ini terhadap variabel-variabel pada penelitian ini yaitu:

Incentive/Pressure (Tekanan)

Adanya pembatasan pada besarnya nominal yang dianggarkan pada proporsi
belanja pegawai dan belanja modal dapat menciptakan tekanan keuangan pada
suatu instansi, sehingga dapat berpotensi terjadinya praktik kecurangan yang
dapat merugikan negara.

Opportunity (Kesempatan)

Kemandirian keuangan daerah dapat menciptakan peluang untuk melakukan
korupsi, terutama jika kontrol dan pengawasan yang lemah dari pemerintah
pusat pada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, kurangnya transparansi dapat
menjadi kesempatan bagi individu untuk menyembunyikan tindakan koruptif.
Rasionalization (Rasionalisasi)

Faktor-faktor seperti rendahnya gaji atau insentif yang diterima oleh pegawai
bisa digunakan sebagai alasan atau rasionalisasi untuk melakukan korupsi.
Capability/Capacity (Kemampuan)

Pemerintah adalah agen yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan
prinsipal (masyarakat), sehingga memungkinkan pemerintah memiliki
kemampuan yang lebih dikarenakan posisinya yang strategis sehingga mampu

meningkatkan potensi kecurangan.

2.1.3 Fraud

Definisi dari fraud memiliki cakupan yang luas, jika dilihat dari berbagai

kategori penipuan atau kecurangan yang ada. Menurut Association of Certified

Fraud Examiners (ACFE, 2016), fraud diartikan sebagai tindakan ilegal yang

dilakukan oleh individu maupun kelompok dari dalam ataupun luar suatu
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organisasi, yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya

yang merugikan pihak lain secara langsung. Sedangkan menurut Albrecht et al.

(2011) yang dikutip oleh Sihombing & Rahardjo (2014), kecurangan adalah

fenomena umum dengan beragam makna, di mana kecerdikan manusia

dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara yang tidak benar.
Menurut Badan Pengawas Keuangan (2008) dalam Kennedy & Siregar

(2017), dalam garis besar, kecurangan terdiri dari: mengemukakan pernyataan yang

salah mengenai masa lampau atau sekarang, fakta yang relevan, dengan sengaja

atau tanpa perhitungan, bertujuan untuk mendorong pihak lain untuk bertindak,
pihak yang dirugikan harus bertindak terhadap pernyataan yang salah tersebut, dan

akibat yang merugikan. Menurut studi yang dilakukan Kennedy & Siregar (2017),

ACFE mengklasifikasikan kecurangan menjadi tiga cabang utama atau tipologi

berdasarkan tindakan, yakni:

1. Penggelapan Aset (Asset Misappropriation). Kategori ini mencakup
penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan atau dari pihak lain. Jenis
penipuan ini relatif mudah untuk terdeteksi karena nilainya dapat diukur secara
konkret.

2. Pernyataan yang Salah (Fraudulent Statements). Mencakup pada praktek yang
dilakukan oleh pejabat atau eksekutif di perusahaan atau instansi pemerintah
dengan maksud untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya
melalui manipulasi laporan keuangan agar bisa mendapatkan keuntungan.

3. Korupsi (Corruption). Sering terjadi pada negara-negara berkembang dengan
lemahnya penegakkan hukum dan kesadaran yang kurang mengenai tata kelola
yang baik, sehingga integritasnya masih diragukan. Jenis penipuan ini adalah
yang paling sulit terdeteksi karena semua pihak yang terlibat mendapatkan
manfaat dari kerja sama yang saling menguntungkan. Meliputi penggunaan
kekuasaan secara tidak sah atau penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap,

pertentangan konflik, dan penerimaan yang melanggar hukum atau ilegal.
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2.1.4 Potensi Kerugian Negara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah potensi merujuk pada
kemampuan yang memungkinkan dapat diperluas, kekuatan, keterampilan, atau
daya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal
1 Ayat (22) menyebutkan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan
uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Perbuatan melawan hukum
ini merupakan tindakan yang mengarah kepada korupsi karena dapat menyebabkan
kerugian bagi negara, misalnya pengadaan barang/jasa fiktif, pamahalan harga
(mark-up), belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Berdasarkan pengertian di
atas, maka potensi kerugian negara dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi yang
memungkinkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata
dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan
keuangan negara.

Pada penelitian ini, pengukuran potensi kerugian negara menggunakan
temuan nilai kerugian yang terdapat dalam Lampiran Softcopy IHPS | BPK
(Perdana & Prasetyo, 2023). Nilai kerugian negara yang terdapat dalam Lampiran
Softcopy IHPS 1 merupakan temuan dari hasil pemeriksaan BPK yang merupakan
penjumlahan dari total kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang menyimpang
dari aturan seperti pengadaan barang/jasa fiktif, pemahalan harga (mark-up),
belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sehingga pada penelitian ini
menggunakan temuan nilai kerugian untuk mengukur potensi kerugian negara pada
suatu pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Data berupa temuan tersebut juga
belum bisa secara pasti dikatakan sebagai korupsi, karena belum menjalani

penyelidikan yang lebih lanjut dan diputuskan oleh MA.
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2.1.5 Karakteristik Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua aset dan
kewajiban daerah yang nilainya dapat diukur dengan uang, termasuk segala bentuk
kekayaan yang menjadi kepemilikan daerah terkait dengan hak dan tanggung
jawabnya dalam menjalankan pemerintahan daerah. Unsur — unsur dalam keuangan
daerah meliputi:
a) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merujuk pada semua hak yang dimiliki daerah yang

dianggap sebagai peningkatan pada nilai kekayaan bersih selama periode tahun

anggaran yang bersangkutan (PP Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan daerah
dalam APBD secara keseluruhan terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer
antar daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari hibah, dana darurat,
dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b) Belanja Daerah

Belanja Daerah merujuk pada segala tanggung jawab pemerintah daerah yang

diakui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran

yang bersangkutan (PP Nomor 12 Tahun 2019). Belanja daerah dalam APBD
secara keseluruhan dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. Belanja Operasi, adalah alokasi anggaran untuk aktivitas rutin pemerintah
daerah yang memberikan keuntungan dalam waktu singkat. Belanja operasi
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal, adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk
memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan keuntungan dalam

jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri
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dari balanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan
gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja
aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga, adalah pembayaran dari APBD untuk keadaan
darurat, termasuk kebutuhan mendesak dan pengembalian dana yang lebih
pada penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer, adalah penyaluran dana dari satu pemerintah daerah ke
pemerintah daerah lainnya atau ke pemerintah desa. Terdiri atas belanja
bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup semua penerimaan yang harus dikembalikan

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran

yang sama maupun tahun anngaran berikutnya (PP Nomor 12 Tahun 2019).

Pembiayaaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan.

2.1.5.1 Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan “belanja pegawai” antara
lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil
Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan
honorarium. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi
diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD,
dan pegawai ASN. Belanja Pegawai merupakan belanja yang bersifat mengikat,
yakni belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh

Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
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tahun anggaran yang berkenaan. Belanja pegawai ini tidak mencakup pekerjaan
yang terkait dengan pembentukan modal.

Komponen-komponen dalam kelompok belanja pegawai ini meliputi gaji dan
tunjangan, lembur, dan uang makan, serta honorarium. Gaji dan tunjangan
merupakan biaya yang harus diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai
pengganti pekerjaan yang mereka lakukan. Tunjangan tersebut mencakup
tunjangan istri/suami, anak, jabatan, kompensasi kerja, perbaikan penghasilan,
beras, pajak penghasilan, pengabdian wilayah terpencil, dan tunjangan umum, baik

berupa uang ataupun barang (Defitri, 2020).

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Darwis (2015), dalam
penelitian ini pengukuran belanja pegawai dapat dirumuskan sebagai berikut:

Belania P . _ Realisasi Belanja Pegawai 100%
eranja Fegawat = Realisasi Belanja Daerah X 0

2.1.5.2 Belanja Modal
Belanja modal berdasarkan pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 77
Tahun 2020, merujuk pada pengeluaran dana yang dialokasikan untuk
mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu
peiode akuntansi. Penggunaan belanja modal bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan di masa depan sesuai dengan masa manfaat ekonomis dari aset yang
terlibat. Karena itu, penting untuk dapat membandingkan antara biaya yang
dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh (Defitri, 2020). Berdasarkan Pasal

64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal

diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Modal bertujuan untuk mengalokasikan dana untuk pembelian aset
tetap dan aset lainnya. Aset tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara
lain memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan pada kegiatan
pemerintahan daerah, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset. Selain
syarat-syarat tersebut, terdapat pula syarat lain yang harus dipenuhi seperti aset
harus berwujud, biaya perolehan aset tetap harus dapat diukur dengan andal,
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aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan

aset tersebut diperoleh atau dibangun dengan tujuan penggunaan.

Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang harus dipenuhi dalam

anggaran belanja barang dan jasa diatur oleh Perkada.

Alokasi dana modal untuk aset tetap direncanakan sebesar nilai pembelian atau

pembangunan aset, termasuk semua biaya terkait hingga aset tersebut siap

digunakan.

Jenis-jenis belanja modal terperinci sebagai berikut:

1. Belanja Tanah, untuk alokasi anggaran tanah yang akan digunakan dalam
operasional Pemerintah Daerah dan sudah siap digunakan.

2. Belanja Peralatan dan Mesin, untuk alokasi anggaran peralatan dan mesin
termasuk kendaraan, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lain
yang bernilai signifikan dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan sudah
siap pakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan, untuk alokasi anggaran gedung dan
bangunan yang akan digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah dan
sudah siap digunakan.

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk alokasi anggaran pembangunan
jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah
Daerah dan sudah siap digunakan.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya, untuk alokasi anggaran aset tetap lain yang
tidak dapat dikelompokkan, yang digunakan dalam operasional Pemerintah
Daerah dan sudah siap digunakan.

6. Belanja Aset Lainnya, diperuntukkan untuk menyalurkan dana ke aset tetap
yang tidak terlibat dalam operasional Pemerintah Daerah, tidak termasuk
dalam kategori aset tetap, dan harus dilaporkan sebagai aset lain dengan
nilai yang tercantum.

Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk mengalokasikan dana ke aset

tetap yang tidak memenuhi standar sebagai aset tetap, dan harus dilaporkan

sebagai aset lain dengan nilai yang tercatat. Aset lainnya ini mencakup aset
yang:
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1. Dapat diidentifikasi;

2. Tidak memiliki bentuk fisik;

3. Dimiliki untuk penggunaan dalam produksi barang atau jasa, atau untuk
tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual;

4. Dapat dikontrol oleh entitas; dan

5. Memberikan manfaat ekonomi di masa depan.

Dalam penelitian ini, belanja modal dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Belania Modal = Realisasi Belanja Modal 100%
eranja Hodat = Realisasi Belanja Daerah X 0

2.1.5.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam Ernawati & Riharjo (2017) yang
dimaksud dengan kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah
daerah untuk mengelola pendanaan sendiri terkait program pemerintahan,
pembangunan, serta pelayanan publik bagi masyarakat. Kemandirian keuangan
daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah mengandalkan sumber daya
eksternal. Apabila suatu daerah memiliki kemandirian keuangan daerah yang
tinggi, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal
seperti pemerintah pusat akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya (Defitri,
2020). Ernawati & Riharjo (2017) menyatakan bahwa tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah tercermin dalam kemandirian keuangan.
Semakin mandiri keuangan keuangan suatu daerah, semakin tinggi partisipasi
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang menjadi indikator
utama pendapatan asli daerah. Pengukuran kemandirian keuangan daerah menurut

Priatnasari & Suhardjanto (2020) dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

p i b h = Realisasi PAD 100%
emandirian feuangan “aerat = pealisasi Total Pendapatan ’
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2.1.6 Transparansi

Krina (2013) mengemukakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang
memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi
tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk kebijakan, proses
pembuatan kebijakan, pelaksanaannya, dan hasil yang telah dicapai. Menurut
Mursyidi (2015) transparansi adalah memberikan informasi keuangan secara jujur
dan terbuka terhadap masyarakat. Pemerintah daerah menjalankan amanah
masyarakat berupa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
dalam tanggung jawabnya (Nurdiono & Gamayuni, 2018). Hal ini dilakukan karena
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka, serta sejauh mana ketaatannya terhadap regulasi
hukum. Transparansi berarti keterbukaan, kemudahan akses terhadap informasi
pemerintah, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan oleh
pemerintah (Gamayuni et al., 2022). Keterbukaan mencakup kebijakan yang
memungkinkan informasi  anggaran, partisipasi masyarakat, laporan
pertanggungjawaban, publikasi terkait kegiatan penting seperti pengadaan barang,
dan sistem informasi publik yang dapat diakses dengan mudah (Khairudin &
Erlanda, 2016). Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan
akuntabel, pemerintah harus memiliki pelaporan keuangan yang berkualitas, yang
memuat informasi penting bagi penggunanya (Gamayuni, 2018). Transparansi
dalam aktivitas pemerintah memastikan bahwa kegiatan mereka terbuka dan jelas
sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Melalui penerapan transparansi,
diharapkan mampu meningkatkan pengawasan, mendeteksi adanya kesalahan, serta
perbaikan yang cepat sebelum menyebabkan kegagalan pada segala kegiatan
pemerintahan (Duadji, 2012).

Transparansi anggaran secara online (Online Budget Transparency), menurut
OECD pada tahun 2017 merujuk pada akses yang mudah bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu mengenai anggaran
secara daring. Ketika pemerintah menggunakan situs webnya untuk menyediakan
Open Government Data (OGD), maka partisipasi masyarakat dalam mengawasi

kegiatan pemerintah meningkat. Informasi anggaran melalui OGD tidak hanya
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menjadi alat untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga
menjadi mekanisme penting untuk memastikan transparansi dan keterlibatan publik
yang lebih besar.
Pada penelitian ini, pengukuran variabel transparansi berdasarkan pada
seberapa banyak informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah pada website
resminya masing-masing. Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan
Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, terdapat 12 dokumen yang harus
disediakan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan atau anggaran
pada website resminya, yang terdiri dari:
1) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah;
2) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
3) Rancangan Peraturan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4) Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

5) Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD);
6) Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
8) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD;
9) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;

10) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;

11) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

12) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada peraturan di atas, merujuk pada penelitian yang dilakukan
oleh Listivaniputri & Yuhertiana (2022), maka pengukuran variabel transparansi
pada penelitian ini yakni skor 1 apabila pemerintah hanya melaporkan satu
dokumen, skor 2 apabila melaporkan dua dokumen, skor 3 apabila pemerintah
melaporkan tiga dokumen, sampai dengan skor 12 apabila pemerintah melaporkan

dokumen secara lengkap.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya tentang Kkarakteristik keuangan daerah,

transparansi, dan potensi kerugian negara yang digunakan sebagai referensi dalam

penelitian ini dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

Corruption In Indonesian Local
Government: Study On Triangle
Fraud Theory/ International
Journal of Business and Society/
2018

Accountability,
Regional Income,
E-Government,
Internal Audit
Capability, Audit
Response, Public
Official Wage,
Corruption

Artikel
No. (Penulis/ Judul/ Jurnal/ Variabel Hasil
Tahun)
1 | Muhtar, Sutaryo, Sriyanto/ Performance Audit Response

berpengaruh positif,
Performance
Accountability dan
Public Official Wage
berpengaruh negatif,
sedangkan Regional
Income, E-
Government, dan
Internal Audit
Capability tidak

Determinants of Frauds in Local
Governments/ Jurnal Dinamika
Akuntansi/ 2021

Otonomi Daerah,
Belanja Modal,
Desentralisasi Fiskal
(positif), Kapabilitas
auditor, Gaji Pejabat
Publik, Masa jabatan
Walikota, Fraud

berpengaruh terhadap
Corruption.
2 | E. Maria, A. Halim, E. Suwardi, | Kompleksitas Peluang terjadinya
S. Miharjo/ Eksplorasi daerah, Size fraud dapat didorong
Kesempatan Untuk Melakukan | Pemerintah daerah, | oleh kompleksitas
Fraud Di Pemerintah Daerah, belanja modal, daerah, size
Indonesia/ Jurnal Akuntansi dan | temuan SPI, fraud pemerintah daerah,
Keuangan Indonesia/ 2019 belanja modal, serta
temuan SPI.
3 | A. Rahmasari, D. Setiawan/ The | Akuntabilitas, Belanja modal,

desentralisasi fiskal,
dan masa jabatan wali
kota berpengaruh
positif, akuntabilitas
dan otonomi daerah
berpengaruh negatif,
sedangkan kapabilitas
auditor dan gaji
pejabat publik tidak
berpengaruh terhadap
fraud.
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G. S. Wicaksono, T. J. W.
Prabowo/ Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Korupsi pada Pemerintah
Daerah di Jawa Tengah
Menggunakan Teori Fraud
Triangle/ Owner: Riset & Jurnal
Akuntansi / 2022

Kinerja Keuangan,
Pendapatan daerah,
Belanja Modal,
Kemampuan Audit
Internal, Opini
Audit, Belanja
Pegawai Daerah,
Korupsi

Belanja modal dan
opini audit
berpengaruh positif,
belanja pegawai
daerah berpengaruh
negatif, sedangkan
kinerja keuangan,
pendapatan daerah,
dan kemampuan audit
internal tidak
berpengaruh terhadap
korupsi.

A. |. Perdana, T. J. Prasetyo/
Apakah Opini Audit,
Pengendalian Internal, Dan
APBD Mempengaruhi Tingkat
Korupsi Di Pemerintah Daerah/
JREA: Jurnal Riset Ekonomi
Dan Akuntansi/ 2023

Opini Audit, Sistem
Pengendalian
Internal, Belanja
Modal, Pendapatan
Asli Daerah,
Korupsi

Opini Audit dan SPIP
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
korupsi di pemda.
Belanja modal
berpengaruh positif
signifikan, dan PAD
tidak berpengaruh
terhadap korupsi di
pemda.

Y. Priatnasari, D. Suhardjanto/
Regional Financial
Characteristics and Public
Transparency Towards
Frequency of Fraud in the Local
Government/ The Indonesian

Level of Regional
Financial
Independence, Level
of Optimization of
Public Investment,
Public Transparency

Public Transparency
Level tidak
berpengaruh terhadap
Fraud Frequency.
Rasio Kemandirian
berpengaruh

Accounting Review/ 2020 Level, Fraud signifikan terhadap
Frequency. tingkat korupsi.

J. L. Jimenez, D. Albalate/ Local government Transparency

Transparency and local transparency, berpengaruh negatif

government corruption: what corruption terhadap corruption.

does lack of transparency hide/
European Journal of
Government and Economics/
2018

F. Aulia, S. Syamsuddin, Sahrir/
Pengaruh Moral Sensitivity,
Transparansi dan Akuntabilitas
Terhadap Pencegahan Fraud
Dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa/ Research Artikel/
2023

Moral Sensitivity,
Transparansi,
Akuntabilitas,
Pencegahan Fraud.

Moral sensitivity
tidak berpengaruh
terhadap pencegahan
fraud, sedangkan
transparansi dan
akuntabilitas
berpengaruh terhadap
pencegahan fraud.
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9 | I. Sumantri/ Transparansi Dalam | Transparansi,
Pemerintahan: Tinjauan Korupsi
Kegagalan Pencegahan Fraud/
Journal of Scientech Research
and Development/ 2023

Transparansi akan
berguna dalam
pencegahan korupsi
jika pihak pemerintah
dan pelaksana
memiliki komitmen.

10 | A. Listivaniputri, I. Yuhertiana/ | Transparansi
Pengaruh Transparansi anggaran, tingkat
Pengelolaan Anggaran Terhadap | korupsi

Tingkat Korupsi (Studi Pada
Pemerintah Provinsi di
Indonesia yang Disurvei KPK
Tahun 2018)/ NUSANTARA:
Jurnal llmu Pengetahuan Sosial/
2022

Transparansi
pengelolaan anggaran
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
tingkat korupsi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Potensi Kerugian

Negara (Y)

Belanja Pegawai (X1)
- o Hi
Belanja Modal (X2)
1\ J 2
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Kemandirian
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Keuangan Daerah (X3)
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s 2 Ha

Transparansi (X4)
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2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Potensi Kerugian Negara

Salah satu aspek dalam manajemen yang berhubungan erat dengan korupsi
atau kecurangan yakni aturan mengenai kompensasi atau upah bagi para pegawai.
Apabila gaji para aparatur pemerintah rendah sementara harapan terhadap layanan
publik tinggi, pejabat pemerintah cenderung mencari penggantian kompensasi yang
lebih tinggi secara tidak resmi atau melanggar hukum, yang berujung pada
terjadinya korupsi (Gong & Wu, 2012). Hal tersebut mendukung argumen dari Liu
& Lin (2012); Haryanto (2023); dan Wicaksono & Prabowo (2022) yang
menyatakan bahwa pemberian gaji yang tinggi kepada pejabat pemerintah akan
mengurangi potensi kerugian negara. Chen & Sandino (2012) dalam Benito et al.
(2017) menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi dapat mencegah pencurian
pegawai dikarenakan dua alasan. Pertama, pegawai yang diberi upah tinggi
cenderung enggan melakukan pencurian karena mereka ingin membalas secara
positif kepada atasan mereka dan atau mempertahankan pekerjaan yang
berpenghasilan tinggi (motivasi). Kedua, instansi yang memberikan upah lebih
tinggi juga dapat menarik lebih banyak pekerja yang jujur melalui mekanisme
seleksi.

Pegawai pemerintahan tidak memiliki kemungkinan untuk meminta kenaikan
gaji secara langsung atau terbuka karena gaji mereka telah ditentukan berdasarkan
golongan dan masa kerja sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam situasi
seperti ini, ada potensi bahwa ketidakpuasan terhadap gaji mereka yang dianggap
tidak sebanding dengan beban kerja, dapat menjadi pemicu untuk melakukan
tindakan kecurangan. Di sisi lain, memberikan tingkat gaji yang lebih tinggi bisa
menginspirasi mereka untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi karena mereka
akan merasa puas dengan penghasilan yang lebih tinggi (Wicaksono & Prabowo,
2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhtar et al. (2018) ditemukan hasil
bahwa gaji pejabat pemerintah dapat menurunkan potensi kerugian negara.

H: : Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap potensi kerugian negara.
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2.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Potensi Kerugian Negara

Mauro (1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa para pelaku penipuan
di pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mudah dalam melaksanakan dan
menyembunyikan tindakan mereka, terutama dalam konteks kegiatan pengeluaran
untuk modal. Tuanakotta (2010) dalam Maria et al. (2019) menemukan bahwa
dalam proses pembelian belanja modal pada pemerintah daerah, terdapat delapan
belas modus penipuan yang terjadi. Seringkali, pengusaha berupaya mempengaruhi
kepala daerah atau pejabat daerah untuk turut campur tangan ke dalam proses
pengadaan belanja modal. Tujuannya adalah agar pengusaha tersebut berhasil
memenangkan tender yang selanjutnya meningkatkan harga barang/jasa (mark-up).
Hasil dari kenaikan harga ini kemudian akan dibagi-bagikan di antara mereka. Oleh
karena itu, belanja modal memiliki risiko tinggi terhadap korupsi dan jumlah
belanja modal yang yang lebih besar berpotensi untuk terjadinya praktik korupsi
(Rahmasari & Setiawan, 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Maria et al.
(2019), Rahmasari & Setiawan (2021) dan Wicaksono & Prabowo (2022)
menemukan hasil bahwasanya belanja modal bisa memicu terjadinya tindakan
kecurangan.

H> : Belanja modal berpengaruh positif terhadap potensi kerugian negara.

2.4.3 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Potensi Kerugian

Negara

Penerapan kebijakan desetralisasi fiskal dapat memperburuk praktik korupsi
di pemerintah daerah di Indonesia (Puspasari & Suwardi, 2016; Maria et al.,
2019a). Kewenangan penuh yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah akan melahirkan daerah yang mandiri, yaitu daerah yang kehidupannya
tidak bergantung pada subsidi pemerintah pusat/provinsi, cenderung tidak taat
aturan (Gudono, 2017 dalam Maria et al., 2021). Kebebasan ini disalahgunakan
untuk praktik korupsi dengan membuat program yang fokus pada memaksimalkan
kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu yang dominan dalam organisasi
daripada kepentingan publik (Chang & Geoffrey, 2002; Syurmita, 2014). Hal ini
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dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan kepala
daerah dan pimpinan legislatif. Data KPK (2019) menunjukkan sepanjang 2004-
2019, ada 119 kepala daerah yang ditindaklanjuti KPK dan terbukti melakukan
korupsi.

Hubungan positif antara kemandirian keuangan daerah dan potensi kerugian
negara menunjukkan bahwa semakin mandiri suatu daerah, maka semakin tinggi
pula kemungkinan terjadinya kerugian negara pada pemerintah daerah (Mariaetal.,
2021). Syurmita (2014) menegaskan bahwa daerah yang mandiri atau sejahtera
mempunyai pendapatan daerah yang banyak sehingga daerah tersebut mempunyai
anggaran yang belum terpakai (surplus). Namun, berbeda dengan badan usaha yang
menilai surplus sebagai prestasi pengelolaan, surplus di pemerintah daerah tidak
diutamakan. Adanya surplus menandakan pemerintah daerah tidak bekerja
maksimal dalam memberikan pelayanan publik (Abdullah, 2008; Gosling, 2015).
Hal ini membuat pemerintah daerah mengeluarkan surplus dengan melakukan
korupsi dan memunculkan program tambahan di luar preferensi masyarakat
(Hartono et al., 2014 dalam Maria et al., 2021). Priatnasari & Suhardjanto (2020),
Wulandari (2015), dan Yusuf & Suryaningrum (2022) melakukan penelitian dan
hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan
potensi kerugian negara.

Hz : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap potensi

kerugian negara.

2.4.4 Pengaruh Transparansi Terhadap Potensi Kerugian Negara

Pemerintah memperlihatkan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan
laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan
yang telah dilaksanakan. Transparansi yang diterapkan adalah salah satu pilihan
untuk mengurangi ketidaksetaraan atau asimetri informasi dalam konteks teori
keagenan. Kini et al. (2021) menyatakan bahwa dengan semakin jelasnya
pemerintah dalam menginformasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) yang dimilikinya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Hal ini
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sejalan dengan pernyataan dari Cinintya (2022) yang mengatakan bahwa opini
publik muncul karena pemerintah kurang transparan dalam mengelola sumber daya,
yang menimbulkan kesan adanya kesalahan. Dengan pemerintahan yang
transparan, penggunaan anggaran dan sumber daya publik akan terungkap dengan
jelas yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah dalam mengawasi
pemerintahan sehingga berpotensi mengurangi tindakan kecurangan yang dapat
merugikan negara. Transparansi pengelolaan anggaran daerah adalah hal penting
dalam rangka pencegahan atau penghapusan praktik korupsi anggaran daerah
(Cinintya et al., 2022). Studi yang telah dilakukan oleh Jimenez & Albalate (2018),
dan Listivaniputri & Yuhertiana (2022) menunjukkan hasil bahwa semakin
transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya yang ada, maka akan
menurunkan potensi kerugian negara.

Hs : Transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi kerugian negara.
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3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang
bertujuan untuk menggambarkan fenomena empiris melalui penggunaan data
statistik, ciri-ciri, dan korelasi antar variabel. Pada penelitian ini menggunakan data
sekunder. Data terkait variabel belanja pegawai, belanja modal, dan kemandirian
keuangan daerah terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
yang didapatkan dari BPK. Data terkait transparansi didapatkan melalui website
resmi masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2020-2022.
Sedangkan data potensi kerugian negara terdapat dalam lampiran softcopy IHPS |
BPK.

3.2 Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi

Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini yakni seluruh
kabupaten/kota yang ada di Indonesia pada tahun 2020-2022.

3.2.2 Sampel
Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive
sampling. Adapun kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel pada penelitian ini
yakni sebagai berikut:
1. Pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai temuan kerugian dalam lampiran
softcopy IHPS 1 berturut-turut selama tahun penelitian (3 tahun). Penelitian ini
mengeluarkan pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan kerugian

dalam lampiran softcopy IHPS 1 berturut-turut selama tahun penelitian karena
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konsistensi temuan kerugian selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan
bahwa terdapat pola atau masalah berulang yang perlu dianalisis

. Pemerintah kabupaten/kota memiliki website resmi berturut-turut selama tahun
penelitian (3 tahun). Penelitian ini menggunakan website resmi pemerintah
kabupaten/kota untuk mencari data terkait transparansi. Pemerintah yang tidak
memiliki website resmi berarti tidak memiliki platform digital yang dapat
diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi resmi, kebijakan, dan layanan
publik.

. Pemerintah kabupaten/kota mempublikasikan minimal 1 dokumen selama tahun
penelitian (3 tahun). Penelitian ini mengeluarkan pemerintah kabupaten/kota
dari sampel penelitian yang tidak sama sekali mempublikasikan dokumen
selama tahun penelitian (3 tahun). Pemerintah yang memiliki nilai transparansi
0 selama 3 tahun berturut -turut berarti selama periode tersebut tidak ada upaya
yang signifikan untuk memberikan akses informasi kepada publik atau
melaporkan aktivitas pemerintahan secara terbuka. Publikasi dokumen secara
rutin menunjukkan bahwa pemerintah daerah aktif dalam memberikan informasi
kepada masyarakat.

. Pemerintah kabupaten/kota memiliki data yang dibutuhkan secara lengkap
(LKPD) selama tahun penelitian (3 tahun). Penelitian ini menggunakan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk mencari data Belanja Pegawali,
Belanja Modal, dan Kemandirian Keuangan Daerah. Apabila pemerintah
kabupaten/kota tidak memiliki LKPD, maka harus dikeluarkan dari sampel
penelitian dikarenakan data terkait Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan
Kemandirian Keuangan Daerah tidak dapat diperoleh.

. Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki data outlier (data yang jauh berbeda
dari nilai lainnya dalam kumpulan data atau memiliki kesenjangan nilai yang
besar dalam sebaran data penelitian). Penelitian ini mengeluarkan pemerintah
kabupaten/kota yang memiliki data outlier dari sampel penelitian. Deteksi data
outlier dilakukan dengan mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized (z-
score), yang memiliki rata-rata sama dengan nol dan standar deviasi sama
dengan satu. Menurut Hair (1998) dalam Ghozali (2018) bahwa pada kasus

sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3 sampai
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4. Oleh karena sampel dalam penelitian ini besar, maka data yang termasuk
outlier yaitu data yang memiliki standar skor antara 3 sampai 4, atau lebih.

3.3 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yakni variabel terikat berupa
potensi kerugian negara, dan variabel bebas yang meliputi belanja pegawai, belanja
modal, dan kemandirian keuangan daerah, serta transparansi. Berikut adalah

variabel dalam penelitian ini serta pengukurannya:

3.3.1 Potensi Kerugian Negara

Data mengenai potensi kerugian negara dalam penelitian ini diukur dengan
membandingkan nilai kerugian yang didapatkan dari lampiran softcopy IHPS | oleh
BPK dengan total anggaran APBD (Perdana & Prasetyo, 2023).

3.3.2 Belanja Pegawai
Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Darwis (2015),
pengukuran belanja pegawai yakni dengan membandingkan jumlah realisasi

belanja pegawai dengan realisasi belanja daerah.

3.3.3 Belanja Modal

Dalam penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan cara
membandingkan jumlah realisasi belanja modal dengan realisasi belanja daerah
(Defitri, 2020).

3.3.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Pengukuran kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini yaitu dengan
membandingkan total pendapatan asli daerah dengan realisasi total pendapatan
daerah (Priatnasari & Suhardjanto, 2020).

3.3.5 Transparansi

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Listivaniputri & Yuhertiana
(2022) variabel transparansi diukur dengan menghitung jumlah dokumen yang
dilaporkan oleh pemerintah daerah pada website resminya masing-masing
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sebagaimana diatur pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.

188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan

Anggaran Daerah, terdapat 12 dokumen yang harus disediakan oleh pemerintah

daerah yang terdiri dari:

1.

2
3.
4

© ©o N o O

Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah;
Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
Rancangan Peraturan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD;

Laporan Realisasi Anggaran SKPD;

10. Laporan Realisasi Anggaran PPKD;

11. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

12. Peraturan Daerah dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



3.4 Operasional Variabel

Berikut ini peneliti sajikan

independen dalam Tabel 2.
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terkait cara mengukur variabel dependen dan

Tabel 2. Operasional Variabel
No. Variabel Dimensi Pengukuran Sumber
Data

1 | Potensi Potensi Nilai Kerugian / Total Anggaran APBD | Lampiran
Kerugian Kerugian (Perdana & Prasetyo, 2023). softcopy
Negara Negara IHPS I.

2 | Karakteristik Belani LKPD
Keuangan Pg ZC{/; _ Realisasi Belanja Pegawai 100% Pemerintah
Daerah g ' Realisasi Belanja Daerah . ° | Kabupaten/

Kota
Belanja Realisasi Belanja Modal
: 1009
Modal Realisasi Belanja Daerah - %
Eemandirian KD Realisasi PAD L00
ng?:i?an " Realisasi Total PendapatanX 0
3 | Transparansi | Keterbukaan | Pemerintah kab/kota melaporkan 12 Website
Informasi dokumen (Instruksi Menteri Dalam resmi
Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun masing-
2012 tentang Peningkatan Transparansi | masing
Pengelolaan Anggaran Daerah). Pemerintah
Kriteria pengukuran: Kabupaten/
Skor 1: melaporkan 1 dokumen Kota.

Skor 2: melaporkan 2 dokumen
Skor 3: melaporkan 3 dokumen
Skor 4: melaporkan 4 dokumen
Skor 5: melaporkan 5 dokumen
Skor 6: melaporkan 6 dokumen
Skor 7: melaporkan 7 dokumen
Skor 8: melaporkan 8 dokumen
. Skor 9: melaporkan 9 dokumen
10.Skor 10: melaporkan 10 dokumen
11.Skor 11: melaporkan 11 dokumen
12.Skor 12: melaporkan 12 dokumen

©CoNo~WNE

Sumber: Data diolah, 2023.
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3.5 Teknik Analisis Data

Dalam studi kuantitatif, metode analisis data yang digunakan sudah
terdefinisi dengan jelas, yaitu bertujuan untuk merespon pertanyaan penelitian atau
menguji hipotesis yang telah dibuat (Sugiyono, 2013). Berikut adalah teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2018) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan informasi
atau gambaran mengenai data berdasarkan berbagai ukuran seperti nilai rata-rata
(mean), tingkat variabilitas (standar deviasi dan varian), nilai maksimal dan
minimal, total (sum), rentang (range), serta kecondongan (kurtosis) dan kemiringan
(skewness). Uji statistik deskriptif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang
komprehensif mengenai semua variabel yang terlibat dalam penelitian ini. Hal ini
dilakukan dengan memeriksa tabel statistik deskriptif yang mencakup hasil
pengukuran rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, dan standar deviasi dari setiap

variabel tersebut.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum menggunakan model regresi berganda, langkah pertama yang
dilakukan adalah melakukan uji asumsi klasik dan memastikan bahwa persyaratan
teoritis dalam pengujian klasik terpenuhi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk
menghindari adanya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat
memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi berganda (Ghozali, 2018). Jika
persamaan model regresi memenuhi persyaratan teoritis statistik, maka dapat
digunakan untuk memprediksi nilai variabel. Uji asumsi klasik yang digunakan
dalam penelitian ini  meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
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3.5.2.1 Uji Normalitas

Jika data dalam penelitian memiliki sebaran distribusi yang mengikuti pola
normal, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak mengalami penyimpangan.
Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah variabel yang digunakan dalam
penelitian memiliki sebaran distribusi normal atau tidak, dengan memeriksa nilai
residualnya (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gambar
p-plot sebagai uji normalitas, karena metode ini lebih sederhana dibandingkan
metode lainnya. Apabila titik-titik hasil nilai residual tersebar disekitar garis
diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa nilai
residual data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya,
apabila titik-titik hasil nilai residual tersebar tidak di sekitar garis diagonal, atau
tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual data

dalam penelitian tidak terdistribusi secara normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik jenis ini digunakan dalam analisis regresi berganda dengan
dua atau lebih variabel independen. Uji ini bertujuan untuk mengukur keeratan
hubungan antara variabel bebas melalui koefisien korelasi (r). Ghozali (2018)
menjelaskan bahwa uji multikolinearitas dilakukan untuk menentukan adanya
hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Jika terdapat korelasi antara
variabel bebas, maka variabel tersebut tidak orthogonal, yang berarti nilai korelasi
antara variabel bebas tersebut bernilai 0.

Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan menggunakan Variance
Inflation Factor (VIF) atau nilai tolerance pada coefficients. Ada dua dasar untuk
menentukan adanya multikolonieritas dalam penelitian:

o Jika nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat multikolonieritas.
e Jika nilai Tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa

terdapat multikolonieritas.
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat
perbedaan dalam varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain
dalam model regresi (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas terjadi ketika terdapat
perbedaan dalam variasi residual antara pengamatan yang berbeda. Dalam
penelitian ini, grafik scatterplot digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas.
Grafik tersebut memperlihatkan pola antara nilai prediksi variabel dependen
(ZPRED) dan residualnya (SRESID). Sumbu Y pada grafik tersebut mewakili nilai
prediksi Y, sedangkan sumbu X mewakili residual (Y prediksi - Y sesungguhnya)
yang telah distandardisasi. Homoskedastisitas terjadi ketika titik-titik hasil
pengolahan data pada scatterplot tersebar di atas dan di bawah titik origin (angka
0) pada sumbu Y tanpa pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi ketika titik-
titik pada scatterplot memiliki pola yang teratur, seperti menyempit, melebar, atau
bergelombang.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan
antara kesalahan pengganggu (residual) pada tahun sebelumnya dengan kesalahan
pengganggu (residual) pada tahun tertentu dalam model regresi (Ghozali, 2018).
Model regresi dikatakan baik apabila tidak mengalami autokorelasi. Pada penelitian
ini, DW test (uji Durbin-Watson) akan digunakan, yang mana membutuhkan
adanya konstanta (intercept) pada model regresi serta tidak terdapat variabel
tambahan di antara variabel bebas (Ghozali, 2018). Berikut ini dasar pengambilan
keputusannya:
1. Apabila nilai 0 < dw < dl, ditemukan autokorelasi positif.
2. Apabila nilai 4-dl < dw < 4, ditemukan autokorelasi negatif.

3. Apabila nilai du < dw < 4-du, tidak ditemukan autokorelasi positif atau negatif.
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3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi memiliki tujuan untuk menilai seberapa kuat keterkaitan
antara dua variabel atau lebih, dan juga untuk mengindikasikan arah hubungan pada
variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) yang digunakan.
Koefisien regresi merupakan hasil dari analisis regresi yang menunjukkan nilai-
nilai untuk setiap variabel independen. Koefisien tersebut diperoleh dengan
memproyeksikan nilai variabel dependen menggunakan suatu persamaan. Dalam
penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan dengan tujuan untuk
memperoleh pemahaman tentang dampak atau pengaruh Belanja Pegawai, Belanja
Modal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Transparansi terhadap Potensi
Kerugian Negara pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020-2022.

Penelitian ini menggunakan model regresi sebagai berikut:

Y=a+ p1X1+ f2Xo + f3X3+ faXa+ €
Keterangan:

Y Potensi Kerugian Negara
Nilai Konstanta

Koefisien Regresi

o
(B1, B2, B3, B4)

X1 = Belanja Pegawai

X2 = Belanja Modal

X3 = Kemandirian Keuangan Daerah
X4 = Transparansi

E = Standar Error

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat
dampak atau pengaruh dari Belanja Pegawai, Belanja Modal, Kemandirian
Keuangan Daerah, dan Transaparansi terhadap Potensi Kerugian Negara pada
Pemeritah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2020-2022. Dalam rangka menguji
pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), dilakukan
pengujian baik secara parsial maupun secara simultan menggunakan beberapa

metode, seperti uji t, uji f, serta koefisien determinan (R?).
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3541Uji T
Tujuan dari uji statistik t yakni untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari

masing-masing variabel independen dalam menjelaskan varians variabel dependen

(Ghozali, 2018). Dalam melakukan pengujian statistik t, terdapat beberapa langkah

yakni sebagai berikut:

1) Menetapkan 0,05 sebagai tingkat signifikan yang digunakan

2) Menggunakan perangkat lunak SPSS untuk menghitung nilai sig-t

3) Langkah terakhir yaitu menganalisis data penelitian yang sudah diproses
dengan menggunakan kriteria pengujian, jika nilai signifikansi menunjukkan
kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara
parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai
signifikansi menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05, maka variabel
independen secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel

dependennya.

3542UjiF

Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji statistik f digunakan dalam menguji
pengaruh simultan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen.
Dalam penelitian ini, menggunaan nilai signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai
signifikansi < 0,05, dan nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, maka model
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (potensi kerugian negara).

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R?)

Menurut Ghozali (2018), pengujian koefisien determinasi melibatkan
pengukuran sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel
dependen. Rentang nilai R? adalah antara nol dan satu. Jika nilai R? rendah, artinya
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Namun,
jika nilai R? mendekati satu, itu berarti variabel independen memberikan hampir
semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi dalam variabel

dependen.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh belanja pegawai, belanja
modal, kemandirian keuangan daerah, dan transparansi terhadap potensi kerugian
negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022. Belanja
pegawai diukur dengan membandingkan realisasi belanja pegawai terhadap
realisasi belanja daerah. Belanja modal diukur dengan membandingkan realisasi
belanja modal terhadap realisasi belanja daerah. Kemandirian keuangan daerah
diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah terhadap realisasi
pendapatan daerah. Transparansi diukur dengan pengungkapan informasi di situs
website milik pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan potensi kerugian
negara diukur dengan membandingkan nilai kerugian yang dialami oleh pemerintah
kabupaten/kota yang didapatkan dari lampiran softcopy IHPS | terhadap total
anggaran belanja daerah. Dari empat hipotesis yang diuji, terdapat satu hipotesis
yang diterima. Pengujian hipotesis tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap potensi kerugian negara. Artinya,
hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak.

2. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap potensi kerugian negara. Artinya,
hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Pengurangan proporsi belanja
modal dapat menurunkan potensi kerugian negara pada pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia, dengan catatan tidak kurang dari batas minimal
yang telah ditetapkan oleh peraturan yaitu 40% dari anggaran belanja daerah.

3. Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap potensi kerugian
negara. Artinya, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

4. Transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kerugian negara. Artinya,

hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak.
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5.2 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini berupa:

1. Pengukuran potensi kerugian negara hanya mengunakan nilai kerugian yang
terdapat dalam lampiran softcopy IHPS I, dan tidak menggunakan gabungan
nilai kerugian yang terdapat di dalam lampiran softcopy IHPS Il sehingga
belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Pengukuran variabel transparansi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi
Pengelolaan Anggaran Daerah yang berstatus sudah tidak berlaku.

5.3 Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya berupa:

1. Pengukuran potensi kerugian negara menggunakan gabungan nilai kerugian
yang terdapat di dalam lampiran softcopy IHPS I dan II.

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mengukur variabel transparansi
berdasarkan peraturan yang terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang mengukur berdasarkan ketersediaan data berupa LPPD, LKPJ,
RLPPD, dan EPPD sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih beragam.

3. Menambah variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi potensi kerugian
negara pada pemerintah kabupaten/kota, seperti sistem pengendalian internal,

biaya politik, dan lain sebagainya.
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